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BAB I

PENDAHULUAN

A.  
Latar Belakang Masalah

Negara hukum menempatkan hukum sebagai panglima dalam setiap tindakan penyelenggara negara, termasuk aparat penegak hukum dalam proses penyidikan. Prinsip tersebut menuntut agar setiap tindakan penyidik tidak hanya berorientasi pada pembuktian unsur tindak pidana, tetapi juga menjamin perlindungan hak asasi manusia tersangka. Konsep due process of law menegaskan bahwa proses hukum harus dilaksanakan secara adil, transparan, dan sesuai prosedur yang ditentukan undang-undang. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa negara hukum modern mensyaratkan perlindungan hak individu dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana sebagai perwujudan konstitusionalisme.

Asas due process of law memperoleh landasan konstitusional dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip ini diperkuat oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap orang. Konsepsi tersebut menuntut agar tindakan penangkapan, penahanan, pemeriksaan, dan penetapan tersangka dilakukan secara sah dan tidak sewenang-wenang. Maria Farida Indrati menyatakan bahwa kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila aparat penegak hukum bertindak sesuai prosedur yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Hukum acara pidana Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dirancang untuk menyeimbangkan kepentingan negara dalam menegakkan hukum dan hak individu yang diperiksa. Pasal 7 KUHAP memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan tindakan hukum, tetapi kewenangan tersebut dibatasi oleh prosedur dan hak-hak tersangka. Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP mengatur hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum, memberikan keterangan secara bebas, dan tidak dipaksa. Andi Sofyan menegaskan bahwa KUHAP lahir sebagai koreksi terhadap sistem inquisitorial yang cenderung menempatkan tersangka sebagai objek semata dalam proses peradilan pidana.

Perkembangan tindak pidana di bidang perkebunan menunjukkan dinamika yang kompleks, khususnya terkait praktik pemanenan dan pemungutan hasil perkebunan secara tidak sah. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan mengatur secara tegas larangan memanen atau memungut hasil perkebunan tanpa hak sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (1) huruf d. Ketentuan tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap kepentingan usaha perkebunan sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional. Ridwan HR menyatakan bahwa kebijakan kriminalisasi dalam bidang ekonomi bertujuan menjaga stabilitas sektor produksi yang memiliki nilai strategis bagi negara.

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan tersangka menunjukkan bahwa penangkapan dilakukan pada tanggal 26 April 2025 sekitar pukul 17.00 WIB di areal perkebunan PT. Bahruny.
 Pemeriksaan saksi Juli Amri, Sarno, dan Abinson Pandapotan Sirait dilakukan oleh penyidik dengan prosedur yang mencantumkan identitas, hak saksi, serta pertanyaan secara sistematis.
 Pemeriksaan tersangka juga mencantumkan pemberitahuan hak untuk didampingi penasihat hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP.
 

Pada April 2025 di wilayah hukum Polres Langkat terdapat dua laporan polisi yang sama-sama berkaitan dengan tindak pidana di bidang perkebunan, khususnya pengambilan buah kelapa sawit tanpa hak sebagaimana dikualifikasikan melanggar Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Kasus pertama tercatat dalam LP/B/266/IV/2025/SPKT/POLRES LANGKAT/POLDA SUMUT tanggal 26 April 2025, dengan lokasi kejadian di Divisi 1 Op D Perkebunan PT Bahruny, Desa Kwala Mencirim, Kecamatan Padang Tualang. Korban dalam perkara ini adalah Sarno, laki-laki, 47 tahun, seorang karyawan swasta yang beralamat di Dusun Afd II Kwala Pesilam, Kecamatan Padang Tualang. Tersangkanya adalah Nadio, laki-laki, 20 tahun, wiraswasta, warga Dusun III Jawa, Desa Besilam BL, Kecamatan Besilam. Berdasarkan uraian kasus, pada Sabtu, 26 April 2025 sekitar pukul 17.00 WIB, pelaku mengambil buah sawit milik kebun sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp350.000, dengan barang bukti berupa 7 tandan buah segar (TBS) sawit. Penanganan perkara ini telah sampai pada tahap P21/P22, yang menunjukkan bahwa proses penyidikan telah dinyatakan lengkap dan perkara telah dilimpahkan ke tahap penuntutan.

Sementara itu, kasus kedua tercatat dalam LP/B/264/IV/2025/SPKT/POLRES LANGKAT/POLDA SUMUT tanggal 24 April 2025, dengan tempat kejadian perkara di Jalan Bamban Lingkungan II Setia, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat. Korban adalah Mariadi, laki-laki, 53 tahun, yang beralamat di Dusun VA XVIII Kebun, Desa Mekar Sawit, Kecamatan Serapit. Adapun tersangka bernama Amri Ramadhan Sembiring, laki-laki, 27 tahun, wiraswasta, warga Dusun VII Desa Sei Litur Tasik, Kecamatan Sawit Seberang. Dalam peristiwa ini, pada Kamis, 24 April 2025 sekitar pukul 13.30 WIB, pelaku mengambil buah sawit milik kebun dengan kerugian yang ditaksir sebesar Rp320.000. Barang bukti yang diamankan berupa 4 tandan buah segar sawit dengan berat sekitar 80 kilogram. Berbeda dengan perkara pertama, penanganan perkara ini diselesaikan melalui mekanisme RJ atau restorative justice.
Aspek menarik dalam perkara ini terletak pada bagaimana asas due process of law diterapkan dalam tahap penyidikan, khususnya terkait pemberitahuan hak tersangka, legalitas penangkapan, serta keabsahan alat bukti. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa legitimasi pemidanaan tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya unsur delik, tetapi juga oleh sahnya proses yang melatarbelakanginya.
 Proses yang cacat secara prosedural dapat berimplikasi pada batalnya tindakan hukum tersebut. 
Penyidikan merupakan tahap krusial dalam sistem peradilan pidana karena menjadi dasar bagi penuntut umum dalam menyusun dakwaan. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa kualitas penyidikan sangat menentukan kualitas penuntutan dan putusan hakim.
 Apabila proses penyidikan tidak menjamin prinsip fair trial, maka keadilan substantif sulit tercapai.
Analisis terhadap BAP perkara ini menunjukkan bahwa tersangka mengakui perbuatannya dan tidak menghadirkan penasihat hukum.⁸ Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan akademik mengenai sejauh mana hak atas bantuan hukum dipahami dan dijalankan secara efektif. Mardjono Reksodiputro menekankan bahwa perlindungan hak tersangka bukan sekadar formalitas administratif, melainkan substansi keadilan prosedural.

Konteks sosial di wilayah perkebunan sering kali melibatkan relasi antara masyarakat sekitar dan perusahaan pemegang hak guna usaha. Konflik pengambilan hasil perkebunan dapat dipengaruhi faktor ekonomi, sosial, dan pengawasan. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum harus dipahami dalam konteks sosialnya agar penegakan hukum tidak kehilangan dimensi keadilan substantif.
 
Kedudukan penyidik dalam perkara tindak pidana perkebunan tidak hanya menjalankan fungsi represif, tetapi juga fungsi perlindungan hukum bagi seluruh pihak. Penyidik harus memastikan bahwa tindakan penangkapan dan pemeriksaan dilakukan sesuai Pasal 17 KUHAP yang mensyaratkan adanya bukti permulaan yang cukup. Pelaksanaan prosedur tersebut merupakan indikator penerapan asas due process of law.
Dari substansi pemeriksaan tampak bahwa penyidik berupaya menggali unsur-unsur tindak pidana perkebunan secara terarah, khususnya mengenai cara perbuatan dilakukan, lokasi kejadian, alat yang dipakai, barang bukti, frekuensi perbuatan, dan tujuan pengambilan buah sawit. Dalam BAP, tersangka mengakui bahwa ia memanen atau memungut buah TBS sawit milik PT Bahruny tanpa izin, menggunakan satu bilah egrek bergagang bambu, lalu berniat melangsirkannya ke tanah kampung untuk memperoleh keuntungan. Tersangka juga mengakui bahwa buah sawit tersebut adalah milik perkebunan PT Bahruny dan dirinya tidak memiliki hak maupun izin untuk mengambilnya. Keterangan ini penting dalam penyidikan karena menjadi dasar untuk menilai terpenuhinya unsur perbuatan mengambil atau memungut hasil perkebunan tanpa hak sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana perkebunan, sekaligus memperkuat hubungan antara tersangka, barang bukti, dan tempat kejadian perkara.

Apabila dikaitkan dengan kasus-kasus tersebut, terlihat bahwa penyidikan dalam perkara-perkara tindak pidana perkebunan di Polres Langkat menitikberatkan pada pembuktian awal yang sederhana tetapi penting, yaitu siapa pelaku, milik siapa hasil perkebunan yang diambil, berapa jumlah barang bukti, berapa besar kerugian, dan bagaimana perbuatan itu dilakukan. Pada perkara Nadio, penyidikan berkembang hingga tahap P21/P22, yang berarti berkas perkara dinyatakan lengkap untuk dilimpahkan ke penuntutan. Sementara itu, pada perkara Amri Ramadhan Sembiring, meskipun sama-sama menyangkut pengambilan buah sawit dengan nilai kerugian relatif kecil, penanganannya berakhir melalui restorative justice. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pada tahap penyidikan, aparat penegak hukum tidak hanya berfungsi mengumpulkan alat bukti, tetapi juga menentukan arah penyelesaian perkara, apakah dilanjutkan ke proses peradilan formal atau diselesaikan melalui pendekatan yang lebih restoratif sesuai keadaan konkret perkara.

Kebutuhan penelitian ini menjadi relevan untuk menilai sejauh mana asas due process of law diterapkan dalam penyidikan tindak pidana perkebunan di Polres Langkat. Evaluasi tersebut penting untuk memperkuat akuntabilitas aparat penegak hukum sekaligus memastikan perlindungan hak konstitusional warga negara. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan hukum acara pidana, khususnya terkait penerapan asas due process of law dalam konteks tindak pidana perkebunan. Analisis normatif dan empiris terhadap BAP menjadi dasar untuk menilai kesesuaian praktik penyidikan dengan prinsip negara hukum. 
Dari hasil penjabaran latar belakang diatas , penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan Judul : “Penerapan Asas Due process of law Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perkebunan (Studi Kasus Di Polres Langkat)“.
B. 
Rumusan Masalah

 
Dari penjabaran latar belakang diatas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan asas due process of law dalam tahap penyidikan tindak pidana perkebunan di Polres Langkat?
2. Bagaimana konstruksi hukum yang dibangun oleh penyidik dalam menetapkan tersangka tindak pidana perkebunan dikaitkan dengan prinsip due process of law?
3. Apa kendala yuridis dan praktis yang dihadapi penyidik dalam menerapkan asas due process of law pada penyidikan tindak pidana perkebunan?
C. 
Tujuan Penelitian
   
Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan dan menganalisis penerapan asas due process of law dalam tahap penyidikan tindak pidana perkebunan di Polres Langkat.
2. Mengkaji konstruksi hukum yang dibangun oleh penyidik dalam menetapkan tersangka tindak pidana perkebunan dikaitkan dengan prinsip due process of law.
3. Mengidentifikasi yuridis dan praktis yang dihadapi penyidik dalam menerapkan asas due process of law pada penyidikan tindak pidana perkebunan.
D. 
Manfaat Penelitian
Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan penerapan asas due process of law dalam penyidikan tindak pidana perkebunan. 
2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi aparat penegak hukum, khususnya Polres Langkat, Kejaksaan, dan Hakim, sebagai bahan pertimbangan dalam memahami dan menerapkan asas due process of law dalam penyidikan tindak pidana perkebunan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan agar penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perkebunan dapat dilakukan secara tepat, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan dan pemahaman dalam bidang hukum pidana serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muslim Nusantara Al washliyah Medan.
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